
 

 
 

 
 
 

WALIKOTA SALATIGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 

NOMOR 63 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

SERTIFIKAT LAIK FUNGSIBANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SALATIGA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan 

pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka 

setiap pemanfaatan Bangunan Gedung yang telah selesai 
dibangun harus memenuhi persyaratan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar 
pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan 

berhasil guna, perlu mengatur mengenai Sertifikat Laik 
FungsiBangunan Gedung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 



Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3500); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002  tentang  Bangunan Gedung(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Sertifikat Fungsi Bangunan Gedung; 
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 

2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 
Nomor 4); 

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor7); 

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2); 
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); 
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan 

IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9); 

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah 
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);  

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota 
Salatiga Tahun 2016 Nomor 37);  

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 
Nomor 40);  

  
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SERTIFIKAT LAIK 
FUNGSIBANGUNAN GEDUNG. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Salatiga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 



3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

selanjutnya disingkatDPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Salatiga. 
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkatDPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Salatiga. 

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya maupun kegiatankhusus. 

8. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi 

khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik Bangunan Gedung 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
yang berlaku.  

9. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung 

dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan 
teknologi sederhana. 

10. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan 
Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. 

11. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung yang 
memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian 
atau teknologi khusus. 

12. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah 

Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan 
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun sosial dan budaya. 

13. Bangunan GedungBukan Untuk Kepentingan Umum adalah 
Bangunan Gedung yang menurut fungsinya selain 

Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum. 
14. Bangunan Gedung Eksisting adalah Bangunan Gedung yang 

telah dibangun dan/atau dimanfaatkan. 

15. Bangunan Gedung Kolektif adalah Bangunan Gedung yang 
dibangun secara kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, 
baik berupa bangunan tunggal maupun bangunan deret, 

untuk fungsi antara lain rumah tinggal, perdagangan 
(toko/ruko), perkantoran (kantor/rukan). Pelaku 

pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk 
seluruh atau sebagian kaveling secara kolektif. 

16. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik 

lingkungan seperti konstruksi 
pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk 

lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, 
konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi 



menara, konstruksi monument, konstruksi instalasi/gardu, 

dan konstruksi reklame/papan nama. 
17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedungyang selanjutnya 

disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi 
khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi 

suatu Bangunan Gedung baik secara administratif maupun 
teknis, sebelum pemanfaatannya. 

18. Tim teknis adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan 
Walikota, beranggotakan unsur DPUPR, Perangkat Daerah 
dan instansi terkait, bertugas melakukan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung dalam rangka pemberian 
rekomendasi penerbitan SLF. 

19. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 

TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 

memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian 
Dokumen Rencana Teknis dengan masa penugasan terbatas, 
dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian 

masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang 
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus 

disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung 
tertentu tersebut. 

20. Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan dan 

pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen dari 
Bangunan Gedung yang telah terbangun. 

21. Gambar Terbangun (As Built Drawings) adalah gambar hasil 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung 
dan/atau bangunan prasarana yang telah dilakukan, 

tergambar dalam lembar standar dan skala sesuai 
ketentuan. 

22. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 

pemerintah daerah untuk memperoleh rumah. 
 
 

Pasal 2  
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai acuan 

bagi Pemerintah Daerah, Pemohon, dan pemangku 
kepentingan dalam penyelenggaraan SLF. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:  

a. terwujudnya Bangunan Gedung yang selalu andal dan 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis Bangunan Gedung sesuai dengan fungsinya; 
b. terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, sesuai 

dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan 

lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib 
untuk menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung; 

c. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

Bangunan Gedung. 
(3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. SLF; 
b. penggolongan objek SLF; 
c. Persyaratan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung; 

d. dokumen administratif permohonan SLF; 
e. dokumen teknis permohonan SLF; 

f. masa berlaku SLF; 



g. tata cara penerbitan SLF;  

h. dokumen SLF; dan 
i. jangka waktu proses penerbitan SLF; 

 
 

BAB II 

SLF 
 

Pasal 3  
(1) Setiap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun harus 

memiliki SLF sebelum dimanfaatkan. 

(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung 
eksisting. 

 
Pasal 4  

(1) SLF dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF 
kepada DPMPTSP. 

(2) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh pemohon yang merupakan pemilik Bangunan 
Gedung atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik 

Bangunan Gedung. 
(3) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. 

 
Pasal 5  

(1) SLF diterbitkan terhadap Bangunan Gedung yang telah 

memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan Gedung, kecuali 

untuk Bangunan Gedung sederhana bukan kepentingan 
umum dilakukan oleh Tim Teknis. 

 
Pasal 6  

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF 

diselenggarakan secara transparan, prosedur yang jelas, dan 
tanpa pungutan biaya prinsip pelayanan prima. 

 

Pasal 7  
(1) SLF diberikan untuk 1 (satu) kesatuan sistem Bangunan 

Gedung. 
(2) Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas permohonan 

pemilik Bangunan Gedung untuk: 

a. Bangunan Gedung yang terpisah secara horisontal atau 
terpisah secara kesatuan konstruksi; dan/atau 

b. setiap unit Bangunan Gedung yang merupakan 

kelompok Bangunan Gedung dalam 1 (satu) 
kavling/persil dengan kepemilikan yang sama. 

(3) Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas permohonan 
pemilik Bangunan Gedung yang IMB-nya diterbitkan secara 
kolektif untuk setiap Bangunan Gedung tunggal yang telah 

dinyatakan laik fungsi. 
 

BAB III 
PENGGOLONGAN OBJEK SLF 

 



Pasal 8  

(1) Penggolongan objek SLF meliputi: 
a. Bangunan Gedung baru; 

b. Bangunan Gedung eksisting; dan 
c. bangunan prasarana. 

(2) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 
a. penerbitan SLF1 atau SLF yang pertama kali; atau 

b. penerbitan SLFn atau perpanjangan SLF. 
 

Pasal 9  

Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan kompleksitas 
Bangunan Gedung meliputi: 

a. Bangunan Gedung sederhana; 
b. Bangunan Gedung tidak sederhana; dan 

c. Bangunan Gedung khusus. 
 

Pasal 10  

Penggolongan objek SLF sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelaksanaan 

pengawasan konstruksinya meliputi: 
a. Bangunan Gedung sederhana yang pengawasan 

konstruksinya dilakukan oleh penyedia jasa; 

b. Bangunan Gedung sederhana dengan desain prototipe yang 
pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; 

c. Bangunan Gedung sederhana yang desain dan pengawasan 

konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; dan 
d. Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus. 

 
BAB IV 

PERSYARATAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 

 
Paragraf 1 

Umum 

Pasal 11  

(1) Persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi 
pemenuhan: 
a. persyaratan administratif bangunan gedung; dan 

b. persyaratan teknis bangunan gedung. 
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung yang 
ditetapkan. 

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibedakan berdasarkan penggolongan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

 

Paragraf 2 

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung 

Pasal 12  
(1) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:  
a. status hak atas tanah;  

b. status kepemilikan bangunan gedung;dan  
c. IMB. 



(2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dibuktikan dengan: 
a. surat bukti status hak atas tanah; atau 

b. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah, 
apabila pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak 
atas tanah. 

(3) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan: 

a. surat bukti kepemilikan bangunan gedung untuk 
bangunan gedung selain rumah susun;  

b. sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah 

susun untuk rumah susun milik yang didirikan di atas 
tanah wakaf dengan cara sewa atau barang milik 
negara/daerah berupa tanah; atau  

c. sertifikat hak milik satuan rumah susun untuk rumah 
susun milik yang didirikan di atas tanah hak milik atau 

hak guna bangunan. 
(4) Dalam hal status kepemilikan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, digantikan 

dengan data pemilik bangunan gedung. 
(5) Dalam hal pengguna bangunan gedung bukan merupakan 

pemilik bangunan gedung, status kepemilikan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi 
dengan surat perjanjian pemanfaatan bangunan gedung. 

(6) Pembuktian status kepemilikan bangunan gedung untuk 
rumah susun milik dilakukan oleh perhimpunan pemilik 
dan penghuni satuan rumah susun.  

(7) Pembuktian status kepemilikan bangunan gedung untuk 
rumah susun sewa dilakukan oleh pemilik rumah susun 

atau pengelola rumah susun. 
 

Paragraf 3 

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

 
Pasal 13  

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:  
a. persyaratan tata bangunan; dan 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung. 

 
Pasal 14  

(1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a meliputi: 
a. persyaratan peruntukan bangunan gedung; 

b. persyaratan intensitas bangunan gedung; 
c. persyaratan arsitektur bangunan gedung; dan 
d. persyaratan pengendalian dampak lingkungan. 

(2) Persyaratan peruntukan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian 

fungsi bangunan gedung dengan peruntukan dalam RTRW, 
RDTR dan/atau RTBL. 

(3) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. persyaratan kepadatan bangunan gedung; 

b. persyaratan ketinggian bangunan gedung; dan  
c. persyaratan jarak bebas bangunan gedung. 



(4) Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. persyaratan penampilan bangunan gedung; 

b. persyaratan tata ruang dalam; dan 
c. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

bangunan gedung dengan lingkungannya.  

(5) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan persyaratan izin 

lingkungan untuk bangunan gedung. 
 

Pasal 15  

(1) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: 
a. persyaratan keselamatan; 

b. persyaratan kesehatan; 
c. persyaratan kenyamanan; dan 

d. persyaratan kemudahan. 
(2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a. persyaratan struktur bangunan gedung;  
b. persyaratan proteksi bahaya kebakaran; 

c. persyaratan penangkal petir; 
d. persyaratan keamanan dan keandalan instalasi listrik 

untuk bangunan gedung yang dilengkapi instalasi 

listrik;dan 
e. persyaratan pengamanan bencana bahan 

peledak,penembakan, dan/atau gangguan serius lainnya 

untuk bangunan gedung kepentingan umum dan 
bangunan gedung fungsi khusus. 

(3) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. persyaratan sistem penghawaan; 

b. persyaratan sistem pencahayaan;  
c. persyaratan sistem air bersih; 

d. persyaratan sistem pembuangan air kotor dan/atau air 
limbah; 

e. persyaratan sistem pembuangan kotoran dan sampah; 

f. persyaratan sistem penyaluran air hujan; dan 
g. persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung. 

(4) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi: 
a. persyaratan kenyamanan ruang gerak;  

b. persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang;  
c. persyaratan kenyamanan pandangan; dan 
d. persyaratan kenyamanan getaran dan kebisingan.  

(5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d meliputi: 
a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, 

yang terdiri dari sarana hubungan horizontal 
antarruang/antarbangunan dan sarana hubungan 

vertikal antarlantai; dan 
b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung. 

 
 

BAB V 
DOKUMEN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF 

 



Pasal 16  

(1) Dokumen administratif permohonan penerbitan SLF 
meliputi: 

a. formulir permohonan penerbitan SLF yang 
ditandatangani oleh pemohon; 

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon 

bukan pemilik bangunan; 
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon 

(WNI) atau Fotokopi KITAS untuk pemohon (WNA); 
d. Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon 

SLF dilakukan oleh badan hukum):    

1. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau 
perubahannya    

2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha    

3. Tanda Daftar Perusahaan    
4. Nomor Pokok Wajib Pajak    

5. Surat Keterangan Domisili 
e. Formulir data umum Bangunan Gedung yang 

dimohonkan  

(2) Dokumen administratif permohonan perpanjangan SLF 
meliputi: 

a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang 
ditandatangani oleh pemohon; 

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon 

bukan pemilik bangunan; 
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon 

(WNI) atau Fotokopi KITAS untuk pemohon (WNA); 

d. Fotokopi dokumen legalitas badan hukum (bila pemohon 
SLF dilakukan oleh badan hukum):    

1. Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan dan/atau 
perubahannya    

2. Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin Usaha    

3. Tanda Daftar Perusahaan    
4. Nomor Pokok Wajib Pajak    

5. Surat Keterangan Domisili 
e. Formulir data umum Bangunan Gedung yang 

dimohonkan  

 
Pasal 17   

(1) Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e meliputi: 
a. nama Bangunan Gedung; 

b. alamat lokasi Bangunan Gedung; 
c. fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;  
d. jumlah lantai Bangunan Gedung; 

e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;  
f. total luas lantai Bangunan Gedung;  
g. ketinggian Bangunan Gedung;  

h. luas basemen; 
i. jumlah lantai basemen; dan  

j. posisi Bangunan Gedung. 
(2) Data umum bangunan prasarana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e meliputi: 

a. nama bangunan prasarana; 
b. alamat lokasi bangunan prasarana; 

c. fungsi bangunan prasarana; dan  
d. posisi bangunan prasarana. 

 



 

BAB V 
DOKUMEN TEKNIS PERMOHONAN SLF 

 
Bagian Kesatu 

Umum 

 
Pasal 18  

 
(1) Dokumen teknis permohonan penerbitan SLF Bangunan 

Gedung meliputi: 

a. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi 
bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; 

b. laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

c. status hak atas tanah, dalam hal terjadi perubahan 
kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian 

pemanfaatan tanah; 
d. status kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. dokumen IMB beserta lampirannya; 

f. as built drawings; 
g. dokumen pengawasan konstruksi; dan 

h. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen 
pemeriksaan kelaikan fungsi. 

 

(2) Dokumen teknis permohonan perpanjangan SLF Bangunan 
Gedung meliputi: 

a. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi 
bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; 

b. laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

c. status hak atas tanah, dalam hal terjadi perubahan 
kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian 

pemanfaatan tanah; 
d. status kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 

f. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
g. dokumen pemeriksaan berkala; dan 
h. as built drawings; 

i. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
j. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen 

pemeriksaan kelaikan fungsi. 
 

Pasal 19  
(1) Dokumen teknis permohonan penerbitan SLF bangunan 

prasarana meliputi: 

a. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi 
bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; 

b. laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

c. status hak atas tanah, dalam hal terjadi perubahan 
kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian 

pemanfaatan tanah; 
d. status kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. dokumen IMB prasarana beserta lampirannya; dan 

f. as built drawings; 
g. dokumen pengawasan konstruksi; dan 

h. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 
(2) Dokumen teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan 

prasarana meliputi: 



a. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi 

bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; 
b. laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

c. status hak atas tanah, dalam hal terjadi perubahan 
kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian 
pemanfaatan tanah; 

d. status kepemilikan Bangunan Gedung; 
e. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;  

f. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
g. dokumen pemeriksaan berkala; dan 
h. as built drawings; 

i. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
j. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen 

pemeriksaan kelaikan fungsi. 
 
 

Pasal 20  
 

(1) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan 
Gedung eksisting, maka surat pernyataan 
pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan 
ayat (2) huruf a digantikan dengan: 
a. surat pernyataan pengkaji teknis; dan 

b. data pengkaji teknis. 
(2) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan 

Gedung sederhana yang perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasannya dilakukan oleh pemilik, maka surat 
pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data 

penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(1) huruf a dan ayat (2) huruf a digantikan dengan: 

a. surat pernyataan pemilik; dan 
b. data pemilik. 

(3) Dalam hal permohonan SLF untuk Bangunan Gedung 

sederhana bukan kepentingan umum, maka surat 
pernyataan pengawas/manajemen konstruksi dan data 
penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 

(1) huruf a dan ayat (2) huruf a digantikan dengan: 
a. surat pernyataan pemilik;  

b. surat pernyataan Tim Teknis; dan 
c. data pemilik dan data Tim Teknis. 
 

 
Pasal 21  

 
status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 
ayat (1) huruf c, pasal 18 ayat (2) huruf c, pasal 19 ayat (1) 

huruf c dan pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi : 
a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah; 
b. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah 

antara pemilik Bangunan Gedung dengan pemegang hak 
atas tanah dalam hal pemilik Bangunan Gedung bukan 

pemegang hak atas tanah; 
c. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis 

tanah; dan 

d. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. 
 

Pasal 22   



 

(1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 18 ayat (2) 

huruf d, pasal 19 ayat (1) huruf d dan pasal 19 ayat (2) 
huruf d dibuktikan dengan: 
a. surat bukti kepemilikan bangunan gedung untuk 

bangunan gedung selain rumah susun;  
b. sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah 

susun untuk rumah susun milik yang didirikan di atas 
tanah wakaf dengan cara sewa atau barang milik 
negara/daerah berupa tanah; atau  

c. sertifikat hak milik satuan rumah susun untuk rumah 
susun milik yang didirikan di atas tanah hak milik atau 
hak guna bangunan. 

(2) Dalam hal status kepemilikan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, digantikan 

dengan data pemilik bangunan gedung. 
(3) Dalam hal pengguna bangunan gedung bukan merupakan 

pemilik bangunan gedung, status kepemilikan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
dengan surat perjanjian pemanfaatan bangunan gedung. 

(4) Pembuktian status kepemilikan bangunan gedung untuk 
rumah susun milik dilakukan oleh perhimpunan pemilik 
dan penghuni satuan rumah susun.  

(5) Pembuktian status kepemilikan bangunan gedung untuk 
rumah susun sewa dilakukan oleh pemilik rumah susun 
atau pengelola rumah susun. 

 
 

Bagian Kedua 

Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF  
Bangunan Gedung Sederhana 

 

Pasal 23  
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan 

Gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen 
persyaratan teknis meliputi: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 

b. gambar terbangun (as built drawings); 
c. dokumen pengawasan konstruksi; dan/atau 

d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung (testing comisioning). 

(2) Dalam hal pemohon MBR yang tidak menggunakan penyedia 

jasa konstruksi, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. spesifikasi umum struktur;dan 
c. isian daftar simak pengawasan konstruksi Bangunan 

Gedung sederhana. 
(3) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan 

Gedung sederhana eksisting yang belum memiliki IMB, 
maka persyaratan teknis permohonan IMB eksisting sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, dokumen 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 



b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung (testing comisioning); dan 
c. gambar terbangun (as built drawings). 

 
Bagian Ketiga 

Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF  
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus 

 

Pasal 24  
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan 

Gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen 
persyaratan teknis meliputi: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 

b. as built drawings; 
c. dokumen pengawasan konstruksi; dan 

d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung (testing comisioning). 

(2) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan 

Gedung tidak sederhana dan khusus eksisting yang belum 
memiliki IMB, maka persyaratan teknis permohonan IMB 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, dokumen 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 

c. dokumen pemeriksaan berkala;  
d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung (testing comisioning); dan 
e. as built drawings. 

 
Bagian Keempat 

Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF  

Bangunan Prasarana 
 

Pasal 25  

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan 
prasarana dan menyampaikan kelengkapan dokumen 

persyaratan teknis meliputi: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. as built drawings; 

c. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung (testing comisioning). 
 

 
(2) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan 

prasarana  yang belum memiliki IMB, maka persyaratan 

teknis permohonan IMB sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, maka dokumen 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
c. dokumen pemeriksaan berkala;  

d. as built drawings; dan 



e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung (testing comisioning).  
 

BAB VI 
MASA BERLAKU SLF 

 
Pasal 26  

(1) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal sederhana 

dan rumah deret sederhana berlaku selama Bangunan 
Gedung tidak mengalami perubahan IMB. 

(2) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah 

deret dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai 
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(3) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tidak sederhana, 
Bangunan Gedung khusus, dan Bangunan Gedung untuk 
kepentingan umum berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun. 
 

Pasal 27  

(1) SLF Bangunan Gedung yang telah habis masa berlakunya 
harus diperpanjang. 

(2) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung dilakukan 
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa 
berlaku SLF Bangunan Gedung berakhir. 

 
BAB VII 

TATA CARA PENYELENGGARAAN SLF 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 28  

(1) Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi: 
a. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung 

sederhana; 
b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung 

sederhana dengan desain prototipe atau desain sendiri 

oleh pemilik; 
c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung 

tidak sederhana dan khusus; 
d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan Gedung 

eksisting; 

e. tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan 
f. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan 

prasarana. 

 
(2) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi tahap: 
a. proses pra permohonan SLF; 
b. proses permohonan SLF; dan 

c. proses penerbitan SLF. 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana 

 

Pasal 29  
(1) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 



a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR setelah selesai pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung;  
b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 
Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 
fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 

pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 
telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 

Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 
bangunan gedung; 

e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 
rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 
surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 
pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 

rencana teknis; dan 
f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF. 

(2) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengawasan 
konstruksi/MK meliputi: 

a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan 
oleh pengawas/MK setelah pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung selesai dilakukan;  

b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 

menyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka 
pengawas/MK membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka 

pengawas/MK memberikan  perintah perbaikan kepada 
pelaksana konstruksi; 

d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
telah dilaksanakan sesuai perintah, maka pengawas/MK 
membuat  surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan 

gedung; dan 
e. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF. 

 
Pasal 30  

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung sederhana 
meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 



(2) Dalam hal persyaratan administratif dan /atau persyaratan 

teknis dinyatakan lengkap, maka proses dilanjutkan ke 
verifikasi hasil pengkajian teknis. 

 
Pasal 31  

(1) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 
dinyatakan tidak lengkap, maka berkas permohonan SLF 

dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau 
diperbaiki. 

(2) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 
kelengkapan persyaratan. 

 

Pasal 32  
(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 

Bangunan Gedung sederhana meliputi: 
a. Tim Teknis melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as 

built drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen 

laporan testing comisioning terhadap pemenuhan 
persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan Bangunan 
Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

(2) Dalam hal verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dinyatakan 
telah memenuhi persyaratan teknis, maka Tim Teknis 

mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan 
(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (2), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 
 

Pasal 33  

(1) Dalam hal hasil verifikasi dan peninjauan lapangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan 
huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Teknis mengeluarkan 

rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung. 
(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 

 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana 

yang Menggunakan Desain Prototipe dan Desain Sendiri 

 
Pasal 34  

(1) Proses pra permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung 
sederhana yang menggunakan desain prototipe dan desain 
sendiri meliputi: 

a. Tim Teknis memberikan asistensi kepada pemohon IMB 
terkait pemanfaatan desain prototipe atau pembuatan 

desain sederhana berpedoman kepada ketentuan 
persyaratan pokok bangunan tahan gempa; 

b. pemilik diberikan daftar simak pengawasan pelaksanaan 

konstruksi bangunan; 
c. Tim Teknis melakukan asistensi pemeriksaan pemenuhan 

persyaratan teknis selama masa pelaksanaan 

konstruksi;dan 



d. penandatanganan surat pernyataan oleh pemilik 

Bangunan Gedung diketahui oleh Tim Teknis yang 
menyatakan Bangunan Gedung laik fungsi. 

(2) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 
a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 

Dinas PUPR setelah selesai pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung;  

b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 
Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 

fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 
pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 

telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 
Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 

bangunan gedung; 
e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 

rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 
surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 

pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 
rencana teknis; dan 

f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 

(3) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengawasan 

konstruksi/MK meliputi: 
a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan 

oleh pengawas/MK setelah pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung selesai dilakukan;  

b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 
menyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka 
pengawas/MK membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 

bangunan gedung; 
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka 
pengawas/MK memberikan  perintah perbaikan kepada 

pelaksana konstruksi; 
d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c 

telah dilaksanakan sesuai perintah, maka pengawas/MK 

membuat  surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan 
gedung; dan 

e. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 

 

Pasal 35  
(1) Proses permohonan dan penerbitan SLF Bangunan Gedung 

sederhana yang Menggunakan Desain Prototipe dan Desain 
Sendiri meliputi: 



a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan 

teknis dinyatakan lengkap, maka Tim Teknis mengeluarkan 
rekomendasi penerbitan SLF. 

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (2), Kepala DPMPTSP menerbitkan SLF. 

 

Pasal 36  
(1) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 

dinyatakan tidak lengkap, maka berkas permohonan SLF 
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau 

diperbaiki. 
(2) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 

kelengkapan persyaratan. 
 

 
Bagian Keempat 

Tata Cara Penyelenggaraan SLF  

Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Khusus 
 

Pasal 37  

 
(1) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengkaji 

teknis meliputi: 
a. pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 

pengadaan jasa pengkaji teknis; 

b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka pengkaji 

teknis membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pengkaji 

teknis memberikan  rekomendasi perbaikan bangunan 
gedung; 

e. dalam hal pemilik/pengguna bangunan gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d sesuai rekomendasi, maka pengkaji teknis membuat  
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 

f. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan 
kelengkapan dokumen permohonan SLF. 

 
Pasal 38  

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung tidak sederhana 

dan khusus meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 



b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, 
maka proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian 

teknis. 
 

Pasal 39  
(1) Dalam hal persyaratan administratif dan /atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) 

dinyatakan tidak lengkap, maka berkas permohonan SLF 
dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau 
diperbaiki. 

(2) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 

kelengkapan persyaratan. 
 

Pasal 40  

(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 
Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus meliputi: 

a. TABG melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as built 
drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan 
testing comisioning terhadap pemenuhan persyaratan 

teknis; 
b. TABG melakukan peninjauan lapangan Bangunan 

Gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis. 
(2) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
dinyatakan telah sesuai, maka TABG mengeluarkan 
rekomendasi penerbitan SLF. 

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 

 

Pasal 41  
(1) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan 
tidak sesuai, maka TABG mengeluarkan rekomendasi 
perbaikan Bangunan Gedung. 

(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 

 
Bagian Kelima 

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting 
 

Pasal 42  

 
(1) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 

a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR setelah selesai pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung;  
b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 



Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 

fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 
pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 

telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 
Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 

bangunan gedung; 
e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 

rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 
surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 

pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 
rencana teknis; dan 

f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 

(2) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengawasan 

konstruksi/MK meliputi: 
a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan 

oleh pengawas/MK setelah pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung selesai dilakukan;  

b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 
menyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka 
pengawas/MK membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 

bangunan gedung; 
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka 
pengawas/MK memberikan  perintah perbaikan kepada 

pelaksana konstruksi; 
d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c 

telah dilaksanakan sesuai perintah, maka pengawas/MK 
membuat  surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan 
gedung; dan 

e. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 

(3) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengkaji 

teknis meliputi: 
a. pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 

pengadaan jasa pengkaji teknis; 
b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka pengkaji 

teknis membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pengkaji 

teknis memberikan  rekomendasi perbaikan bangunan 
gedung; 

e. dalam hal pemilik/pengguna bangunan gedung telah 
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf 



d sesuai rekomendasi, maka pengkaji teknis membuat  

surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 
f. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF. 
 

Pasal 43  

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
(2) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

lengkap, maka proses dilanjutkan ke verifikasi hasil 
pengkajian teknis. 

 
Pasal 44  

(1) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, 
maka berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon 

untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
(2) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 

kelengkapan persyaratan. 
 

Pasal 45  

Dalam hal Bangunan Gedung eksisting yang dimohonkan SLF 
belum mempunyai IMB, maka berlaku penyelenggaraan 

penerbitan IMB baru. 
 

Pasal 46  

(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 
Bangunan Gedung meliputi: 

a. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan verifikasi 
kesesuaian dokumen as built drawing, pengawasan 
konstruksi, dan dokumen laporan testing comisioning 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan peninjauan 

lapanganBangunan Gedung terhadap pemenuhan 
persyaratan teknis. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi dan peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah 
sesuai, Tim Teknis dan/atau TABG mengeluarkan 

rekomendasi penerbitan SLF. 
(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 

 
Pasal 47  

(1) Dalam hal hasil verifikasi dan peninjauan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dinyatakan 
tidak sesuai, Tim Teknis dan/atau TABG mengeluarkan 

rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung. 
(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 
 

Pasal 48  



(1) Dalam hal pemilik Bangunan Gedung keberatan atas 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
47 ayat (1) dapat mengajukan keringanan kepada Kepala 

DPMPTSP. 
(2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meminta pertimbangan Tim Teknis dan/atau TABG atas 

dasar prinsip kehati-hatian, keselamatan, kemanfaatan, dan 
keekonomian. 

(3) Berdasarkan pertimbangan Tim Teknis dan/atau TABG 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP 
memberikan jawaban kepada pemilik Bangunan Gedung 

eksisting, berupa: 
a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan 
b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen 

arsitektural, struktural, utilitas, serta tata ruang luar 
Bangunan Gedung sepanjang tidak berakibat terhadap 

keselamatan. 
 

Pasal 49  

Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, pemilik Bangunan 

Gedung harus membuatsurat pernyataan yang ditandatangani 
di atas materai bernilai cukup. 

 

 
Bagian Keenam  

Tata Cara Penyelenggaraan SLF Prasarana Bangunan Gedung 

 
Pasal 50  

 
(1) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 

a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR setelah selesai pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung;  
b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 

Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 
fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 

pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 
telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 
Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 

bangunan gedung; 
e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 
rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 

surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 
pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 

rencana teknis; dan 
f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF. 



(2) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengawasan 

konstruksi/MK meliputi: 
a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan 

oleh pengawas/MK setelah pelaksanaan konstruksi 
bangunan gedung selesai dilakukan;  

b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a 
menyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka 

pengawas/MK membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka 
pengawas/MK memberikan  perintah perbaikan kepada 

pelaksana konstruksi; 
d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c 

telah dilaksanakan sesuai perintah, maka pengawas/MK 
membuat  surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan 
gedung; dan 

e. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 

(3) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengkaji 
teknis meliputi: 
a. pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 

pengadaan jasa pengkaji teknis; 
b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka pengkaji 
teknis membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pengkaji 
teknis memberikan  rekomendasi perbaikan bangunan 
gedung; 

e. dalam hal pemilik/pengguna bangunan gedung telah 
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d sesuai rekomendasi, maka pengkaji teknis membuat  

surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 
f. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF. 
 

Pasal 51   
(1) Proses permohonan SLF Prasarana Bangunan Gedung 

meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, 
maka proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian 

teknis. 



 

Pasal 52  
(3) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, 
maka berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 

(4) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 

kelengkapan persyaratan. 
 

Pasal 53  

(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 
Prasarana Bangunan Gedung meliputi: 
a. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan verifikasi 

kesesuaian dokumen as built drawing, pengawasan 
konstruksi, dan dokumen laporan testing comisioning 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan peninjauan 

lapangan Bangunan Gedung terhadap pemenuhan 
persyaratan teknis. 

(2) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
dinyatakan telah sesuai, maka TABG mengeluarkan 
rekomendasi penerbitan SLF. 

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 

 
Pasal 54  

(1) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan 
huruf b dinyatakan tidak sesuai, maka Tim Teknis dan/atau 

TABG mengeluarkan rekomendasi perbaikan Bangunan 
Gedung. 

(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 

 

 
Bagian Ketujuh 

Tata Cara Penyelenggaraan Perpanjangan SLF  
Bangunan Gedung 

 

Pasal 55  
(1) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 

a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR;  

b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 

Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 
fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 
pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 

telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 



bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 

Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 
bangunan gedung; 

e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 
rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 
surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 

pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 
rencana teknis; dan 

f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF. 
(2) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengkaji 

teknis meliputi: 

a. pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 
pengadaan jasa pengkaji teknis; 

b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 
bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka pengkaji 

teknis membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pengkaji 
teknis memberikan  rekomendasi perbaikan bangunan 

gedung; 
e. dalam hal pemilik/pengguna bangunan gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d sesuai rekomendasi, maka pengkaji teknis membuat  
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 

f. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan 
kelengkapan dokumen permohonan SLF. 

 
Pasal 56   

(1) Proses permohonan Perpanjangan SLF Bangunan Gedung 

meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis; 
b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
(2) Dalam hal persyaratan administratif dan /atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

lengkap, maka proses dilanjutkan ke verifikasi hasil 
pengkajian teknis. 
 

Pasal 57  
(5) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, 
maka berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 

(6) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 

kelengkapan persyaratan. 
 

Pasal 58  



(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 

meliputi: 
a. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan verifikasi 

kesesuaian dokumen as built drawing, pengawasan 
konstruksi, dan dokumen laporan testing comisioning 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan peninjauan 
lapangan Bangunan Gedung terhadap pemenuhan 

persyaratan teknis. 
(2) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
dinyatakan telah sesuai, maka Tim Teknis dan/atau TABG 
mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF. 

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 

 

Pasal 59  
(1) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dinyatakan 
tidak sesuai, maka Tim Teknis dan/atau TABG 
mengeluarkan rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung. 

(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 

 
Bagian Kedelapan 

Tata Cara Penyelenggaraan Perpanjangan SLF  
Prasarana Bangunan Gedung 

 

Pasal 60  
(1) Proses pra permohonan SLF oleh Dinas PUPR meliputi: 

a. pemilik bangunan gedung melakukan permohonan 
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR;  

b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka Tim Teknis 

Dinas PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan 
fungsi bangunan gedung atas dasar surat pernyataan 
pemilik bangunan gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 

telah sesuai dengan dokumen rencana teknis; 
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka Tim 
Teknis Dinas PUPR memberikan rekomendasi perbaikan 

bangunan gedung; 
e. dalam hal pemilik bangunan gedung telah melakukan 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai 

rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 
surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung atas 

surat pernyataan pemilik bangunan gedung bahwa 
pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan dokumen 
rencana teknis; dan 

f. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen permohonan SLF. 



(2) Proses pra permohonan SLF oleh penyedia jasa pengkaji 

teknis meliputi: 
a. pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 

pengadaan jasa pengkaji teknis; 
b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi 

bangunan gedung;  

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 

bahwa bangunan gedung laik fungsi, maka pengkaji 
teknis membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
bangunan gedung; 

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada huruf b menyatakan 
bahwa bangunan gedung tidak laik fungsi, maka pengkaji 

teknis memberikan  rekomendasi perbaikan bangunan 
gedung; 

e. dalam hal pemilik/pengguna bangunan gedung telah 
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf 
d sesuai rekomendasi, maka pengkaji teknis membuat  

surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 
f. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF. 
 

Pasal 61   

(1) Proses permohonan Perpanjangan SLF Prasarana Bangunan 
Gedung meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan /atau persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
lengkap, maka proses dilanjutkan ke verifikasi hasil 

pengkajian teknis. 
 

Pasal 62  

(1) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, 
maka berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon 

untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki. 
(2) Pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pemberitahuan 
kelengkapan persyaratan. 

 

Pasal 63  
(1) Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF 

meliputi: 

a. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan verifikasi 
kesesuaian dokumen as built drawing, pengawasan 

konstruksi, dan dokumen laporan testing comisioning 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis dan/atau TABG melakukan peninjauan 
lapangan Bangunan Gedung terhadap pemenuhan 
persyaratan teknis. 

(2) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 



dinyatakan telah sesuai, maka Tim Teknis dan/atau TABG 

mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF. 
(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan dokumen SLF. 
 

Pasal 64  

(1) Dalam hal verifikasi dan pemeriksaan lapangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dinyatakan 

tidak sesuai, maka Tim Teknis dan/atau TABG 
mengeluarkan rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung. 

(2) Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dalam batas waktu yang ditentukan. 

 

BAB VIII 
JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN SLF 

 

Pasal 65  
(1) Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF Bangunan 

Gedung dihitung sejak pengajuan permohonan SLF meliputi: 

a. pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis dilaksanakan paling 

lama 1 (satu) hari kerja;  
b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk 

Bangunan Gedung sederhana dilaksanakan paling lama 

2 (dua) hari kerja; 
c. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk 

Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus 
dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja; 

d. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk 

Bangunan Gedung eksisting dilaksanakan paling lama 
14 (empat belas) hari kerja; 

e. proses pelaksanaan rekomendasi perbaikan 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang diberikan; dan 
f. proses penerbitan SLF Bangunan Gedung dilaksanakan 

paling lama 1 (satu) hari kerja. 
(2) Permohonan SLF yang dapat diproses sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan yang telah 

dilengkapi persyaratan berdasarkan Peraturan Walikota ini. 
(3) Dalam hal permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikembalikan ke pemohon, maka jangka waktu 
proses penerbitan dan perpanjangan SLF dihitung kembali 
dari awal. 

 
BAB IX 

DOKUMEN SLF  

 
Pasal 66  

PemilikBangunan Gedung yang telah menyelesaikan proses 
penerbitan atau perpanjangan SLF memperoleh:  
a. dokumen SLF; 

b. lampiran dokumen SLF; dan  
c. label SLF. 

 

 
 

 



Pasal 67  

(1) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf 
a berupa lembar surat keterangan Bangunan Gedung laik 

fungsi yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.  
(2) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

informasi: 

a. nomor surat keterangan Bangunan Gedung laik fungsi 
yang dapat dilengkapi dengan kode batang (bar code); 

b. nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung; 

c. nama Bangunan Gedung;  

d. jenis Bangunan Gedung; 
e. fungsi Bangunan Gedung; 

f. nomor bukti kepemilikan Bangunan Gedung; 
g. nomor IMB; 
h. nama pemilik Bangunan Gedung;  

i. lokasi Bangunan Gedung; 
j. pernyataan laik fungsi; dan 
k. masa berlaku.  

(3) Nomor SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b disusun dari serangkaian angka yang dapat 

mengidentifikasi dokumen SLF sebagai yang pertama kali 
(awal) atau perpanjangan yang telah dilakukan. 

(4) Lembar Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diganti pada setiap perpanjangan, dengan ketentuan lembar 
lama dikembalikan kepada DPMPTSP. 

 
Pasal 68  

(1) Lampiran dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 66 huruf b meliputi: 
a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan 

perpanjangan SLF; 

b. lembar gambar block plan/site plan; dan 
c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk 

perpanjangan SLF. 
(2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan 

perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: 
a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai 

sejarah penerbitan dan perpanjangan SLF; 
b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk 

seluruh atau sebagian Bangunan Gedung dan/atau 

bangunan prasarana; dan  
c. bersifat tetap pada pemilikBangunan Gedung. 

(3) Lembar gambar block plan/site plan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan: 
a. menunjukkan blok Bangunan Gedung dan bangunan 

prasarana yang mendapat penerbitan SLF atau 
perpanjangan SLF;  

b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF; dan  
c. secara kumulatif tetap pada pemilik Bangunan Gedung. 

(4) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan 

SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dengan ketentuan:  
a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan 

permohonan perpanjangan SLF Bangunan Gedung; dan  
b. bersifat tetap pada pemilikBangunan Gedung. 

 



Pasal 69  

(1) Label SLF sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 huruf c 
merupakan penanda yang disediakan oleh DPMPTSP bagi 

Bangunan Gedung yang telah memiliki SLF. 
(2) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

sebagai instrumen pengawasan pemanfaatan Bangunan 

Gedung. 
(3) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada pemilik Bangunan Gedungbersamaan dengan 
dokumen SLF setelah menyelesaikan proses penerbitan atau 
perpanjangan SLF. 

(4) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  
a. logo/ikon SLF; 
b. tanggal mulai berlaku SLF; 

c. tanggal berakhirnya SLF; dan 
d. kode batang (barcode). 

(5) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dipasang pada bagian muka sisi luar Bangunan Gedung 
yang mudah dilihat penghuni, pengunjung dan/atau 

petugas pengawasan Perangkat Daerah sesuai dengan 
kewenangannya.  

 
BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Pasal 70  

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan SLF meliputi: 
a. perumusan kebijakan dalam bentuk pemberian 

pedoman, bimbingan dan arahan; 

b. penerapan standar operasional prosedur; 
c. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; 
d. pelayanan penerbitan SLF; 

e. pelaksanaan pendokumentasian dokumen SLF; 
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
teknis dilaksanakan oleh DPUPR dan secara administratif 
dilaksanakan oleh DPMPTSP. 

 
Pasal 71  

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan SLF dilaksanakan 
terhadap: 
a. kepatuhan pemilik Bangunan Gedung dalam pengurusan 

SLF; 
b. kepatuhan pemilik Bangunan Gedung dalam 

pelaksanaan SLF; 

c. penerapan standar operasional prosedur penerbitan SLF. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 

teknis dilaksanakan oleh DPUPR dan secara administratif 
dilaksanakan oleh DPMPTSP. 

 

BAB XI 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 72  

Pembiayaan atas penyelenggaraan SLF bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

 



BAB XII 

KETENTUAN KHUSUS 
 

Pasal 73  
(1) DPUPR melaksanakan pembinaan kepemilikan SLF dengan 

ketentuan pentahapan sebagai berikut: 

a. penertiban terhadap kepemilikan SLF Bangunan Gedung 
untuk kepentingan umum dilaksanakan paling singkat 3 

(tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan 
Walikota ini; 

b. penertiban terhadap kepemilikan SLF Bangunan Gedung 

bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas 
tidak sederhana, dilaksanakan paling singkat 5 (lima) 
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota 

ini;dan 
c. penertiban terhadap kepemilikan SLF Bangunan Gedung 

bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas 
sederhana, dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) tahun 
terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini. 

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
upaya pembinaan diarahkan pada: 

a. pengurusan kepemilikan SLF oleh masyarakat baik atas 
prakarsa mandiri maupun pelayanan secara 
serentak;dan 

b. pengubahsuaian bangunan eksisting sesuai dengan SLF 
atas prakarsa dan biaya masyarakat secara mandiri. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah dilampaui, maka upaya penertiban dapat dilaksanakan 
melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 74  
Bentuk dokumen yang terkait dalam proses penyelenggaraan 
SLF tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 75  
(1) SLF yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan 

Walikota ini dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum 
berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diproses dengan 
disesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan 

Walikota ini. 
 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 76  
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 
 

Ditetapkan di Salatiga 
pada tanggal 26 Desember 2018 

 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

 
ttd 

 

YULIYANTO 
Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 26 Desember 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SALATIGA, 
 

ttd 
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